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No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

-Menyusun jadwal kegiatan pelatihan yang
akan dilaksanakan                                          '-
Menyampaikan undangan kepada peserta
yang akan mengikuti pelatihan.      '-
Melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait baik pihak provinsi, kabupaten dan
kecamatan atas pengembangan kapasitas
SDM yang ditingkatkan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

5. Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat yang ditingkatkan
Kapasitasnya

50  orang 49.460.300

127.196.000 550.000

-Melakukan pelatihan teknis anggota
Satlinmas.
-Menghimpun data untuk pembentukan
Satlinmas.
-Memberikan pemahaman dan sosialisasi
kepada Camat dan Wali Nagari se Kab.
Pasaman terkait pembentukan satlinmas
nagari.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Melakukan perencanaan
untuk pelaksanaan
ataupun penambahan
anggaran

4. Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam Rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Jumlah dokumen yang memuat
hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

62
dokumen

37.100.000

89.463.600

- Menerima laporan masyarakat  dan
menertibkan / menindak di lapangan atas
gangguan tibumtranmas dan pelanggaran
Perda/Perbup.
- Berkoordinasi ke Instansi vertikal (POLRI /
TNI).
-  Melakukan pembinaan / penertiban dan
mencatat para pelanggar secara
administrasi dan melaporkannya kepada
pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

2. Penindakan atas Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang dilakukan
Penindakan

20 kasus 2 kasus 30.772.500 6.992.500

30 kasus 7 kasus 550.271.200

3. Koordinasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan
masyarakat tingkat
kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

50
dokumen

5 dokumen

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

-Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait baik itu di Kabupaten maupun di
kecamatan bagaimana cara antisipasi
daerah rawan bencana maupun daerah
rawan konflik.
-Menyusun rencana dan target kerja
bagaimana dapat mencapai sasaran kerja
dengan tepat.
-Menyusun langkah-langkah target
monitoring serta menetapkan sasaran
lokasi yang rawan.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN I AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

89.463.60030 kasus 7 kasus 550.271.200

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

-Persiapan
-Pendataan data-data korban
-Kondisi korban
-Evakuasi
-Rekomendasi bantuan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
kurangnya tenaga
profesional dalam
penyelamatan non
kebakaran

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Kegiatan
kesiapsiagaan petugas piket dan
penyelamatan/evakuasi saat
penanggulangan kebakaran dan
non kebakaran

12
laporan

3 laporan 9.270.000

10 laporan 39.500.000 8.378.750

5 dokumen 29.720.000 550.000

3 laporan 86.408.000

3 laporan 37.498.600

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,

dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen NSPM
Pencegahan/ Penanggulangan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota setiap tahunnya

35
dokumen

2. Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan Pemadaman Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

12
laporan

632.491.000

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

9. Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan Pelaksanaan
Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang dapat ditangani
sesuai SOP 55

laporan

-Melakukan/melaksanakan pembinaan bagi
personil damkar secara berkesinambungan
dalam penanganan kebakaran
-Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat
tentang bahayanya kebakaran serta langkah-
langkah dalam penyelamatan awal pada
saat kebakaran
-Melakukan pemetaan terhadap daerah
yang rawan kebakaran

Terbatasnya anggaran dan
minimnya perlengkapan
sehingga untuk memenuhi
penyelamatan non
kebakaran seperti animal
rescue tidak dapat
diakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

1 laporan 1.640.000

-Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mencari informasi melalui Pol. PP BKO
Kecamatan atas gangguan pelanggaran
Perda/Perbup.
-Menertibkan masyarakat / badan usaha
yang menggangu tibumtranmas yang
melanggar Perda/Perbup.
-Melakukan pembinaan dan mencatat para
pelanggar secara administrasi dan
melaporkannya kepada pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

8. Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

7.753.400
20

laporan

7. Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Sosialisasi Penegakan
Perda/Perkada kepada
masyarakat/kelompok
masyarakat/pelaku/usaha

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang dilakukan
terhadap Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota

-Merencanakan jadwal sosialisasi kegiatan
yang akan direncanakan
-Menyampaikan kepada peserta pelatihan
(kaur trantib nagari dan kasi trantib
kecamatan) atas sosialisasi perda/perbup
untuk diketahui dan dimengerti.
-Agar perda dan perbup yang
disosialisasikan sampai kepada masyarakat
untuk diketahui dan dilaksanakan.

- Minimnya dana untuk
sosialisasi Perda/Perbup
untuk disosialisasikan
- Kurang pahamnya
masyarakat terhadap
Perda/Perbup

-Melaksanakan
sosialisasi/koordinasi
kepada pihak kecamatan
dan pihak nagari
'-Menyampaikan kepada
masyarakat terhadap
sosialisasi Perda/Perbup
yang telah disosialisasikan
untuk diketahui.

2. Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Walikota

- Menyusun target operasi di kabupaten
maupun di kecamatan.
-Menyusun langkah-langkah baik itu
pembinaan dan juga sosialisasi perda dan
perkada ke masyarakat maupun badan
hukum.
-Melakukan pemeriksaan perda dan
perkada pada segala bentuk izin yang terbit
di Kab. Pasaman

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

-Merencanakan kegiatan ataupun
melakukan pendataan dari hasil penegakan
perda/perbup yang memiliki dampak dari
pelanggaran tersebut.
-Melakukan survei atas dampak dari
pelanggaran tersebut
-Melakukan perencanaan ganti rugi dari
hasil pelaksanaan/penegakan perda/perbup
tersebut.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan
agar dapat dicapai dan
melakukan peninjauan
terhadap target kinerja

6. Penyediaan Layanan dalam
rangka dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada

Jumlah laporan Penyediaan
Layanan  Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang terlayani

30
laporan

1.839.000

2. Meningkatnya
kesiapsiagaan

penanggulangan
bencana

kebakaran dan
penyelamatan

Persentase
kemampuan
tercapainya
respon time

tanggap
bencana

kebakaran

2. Pencegahan,
Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan non

Kebakaran

1.

-Menerima laporan masyarakat
-Persiapan menuju lokasi
-Pemadaman
-Evakuasi
-Laporan

Kurang diketahui nomor
telepon pemadam kebakaran
sehingga sering terjadi
keterlambatan informasi
kebakaran

Melakukan sosialisasi



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

89.463.60030 kasus 7 kasus 550.271.200

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

Lubuk Sikaping,        April 2023
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

Jumlah warga masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi edukasi
pencegahan dan penanggulangan
kebakaran setiap tahunnya 40 orang

Melakukan pembinaan dan edukasi kepada
masyarakat melalui peserta didik tentang
bahaya kebakaran dan cara penyelamatan
untuk bisa diterapkan di lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat

Terbatasnya anggaran
sehingga pembinaan dan
edukasi kepada masyarakat
tidak dapat terakomodir
secara keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

4. Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat

Melaksanakan dan melakukan pembinaan
bagi masyarakat dan melakukan
pembentukan relawan pemadam
kebakaran perwilayah kenagariaan dalam
penanggulangan awal kebakaran pada satu
wilayah.

Terbatasnya anggaran
sehingga dalam
pembentukan relawan per
nagari tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

Pembentukan dan pembinaan
relawan Pemadam Kebakaran

Investigasi Kejadian Kebakaran,
meliputi Penelitian dan
Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran

Jumlah dokumen  yang memuat
hasil kejadian kebakaran yang
dilakukan investigasi lanjutan
meliputi Penelitian dan Pengujian
dan Penelitian

30
dokumen

40 orang

5 dokumen 13.010.000

Jumlah nagari yang terbentuk dan
terbina Relawan Pemadam
Kebakaran pada lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan
(SKKL) setiap tahunnya

12.499.100

5.775.000

Jumlah dokumen yang memuat
Data Bangunan /Gedung /
Lingkungan yang dipersyaratkan
harus memiliki Sistem  Proteksi
Kebakaran 25

dokumen
6 dokumen 12.765.000

Melaksanakan investigasi kejadian
kebakaran dalam upaya pencarian dan
pengumpulan data, informasi untuk
mengetahui kebenaran atau kesalahan
sebuah fakta sebagai bentuk pelaporan
hasil kepada atasan/pimpinan.

Terbatasnya anggaran
sehingga pada saat
melakukan investigasi tidak
bisa dilaksanakan secara
keseluruhan kejadian
tersebut

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Investigasi Kejadian Kebakaran

-Melakukan pengecekan terhadap
peralatan pemadam kebakaran secara rutin
dan berkesinambungan.
-Melaksanakan pengecekan dan melakukan
pengawasan terhadap alat pemadam api
ringan/apar bagi bangunan pemerintahan
dan swasta serta bagi tempat usaha
masyarakat yang beresiko tinggi secara
berkala.

Terbatasnya anggaran
sehingga pengadaan sarana
dan prasarana baru tidak
dapat diakomodir

Memaksimalkan
peralatan yang ada saat
ini

2. Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

4. Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Jumlah keluarga yang mengikuti
pelatihan keluarga tanggap
bencana rumah tangga 20

keluarga
21.183.000

Koordinasi dengan PKK/DW untuk peserta
melaksanakan Bimtek pelatihan terhadap
para ibu-ibu sebagai pelaku utama dalam
rumah tangga agar mengetahui bahaya
kebakaran dan cara penanggulangan
kebakaran

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
tersedia cuma untuk 20
keluarga dan tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini
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No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN II AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

-Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait baik itu di Kabupaten maupun di
kecamatan bagaimana cara antisipasi
daerah rawan bencana maupun daerah
rawan konflik.
-Menyusun rencana dan target kerja
bagaimana dapat mencapai sasaran kerja
dengan tepat.
-Menyusun langkah-langkah target
monitoring serta menetapkan sasaran
lokasi yang rawan.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 5 kasus 550.271.200

3. Koordinasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan
masyarakat tingkat
kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

50
dokumen

20 dokumen

77.813.500

- Menerima laporan masyarakat  dan
menertibkan / menindak di lapangan atas
gangguan tibumtranmas dan pelanggaran
Perda/Perbup.
- Berkoordinasi ke Instansi vertikal (POLRI /
TNI).
-  Melakukan pembinaan / penertiban dan
mencatat para pelanggar secara
administrasi dan melaporkannya kepada
pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

2. Penindakan atas Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang dilakukan
Penindakan

20 kasus 7 kasus 30.772.500 19.741.750

127.196.000 23.250.000

-Melakukan pelatihan teknis anggota
Satlinmas.
-Menghimpun data untuk pembentukan
Satlinmas.
-Memberikan pemahaman dan sosialisasi
kepada Camat dan Wali Nagari se Kab.
Pasaman terkait pembentukan satlinmas
nagari.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Melakukan perencanaan
untuk pelaksanaan
ataupun penambahan
anggaran

4. Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam Rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Jumlah dokumen yang memuat
hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

62
dokumen

30 dokumen 37.100.000 18.586.500

-Menyusun jadwal kegiatan pelatihan yang
akan dilaksanakan                                          '-
Menyampaikan undangan kepada peserta
yang akan mengikuti pelatihan.      '-
Melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait baik pihak provinsi, kabupaten dan
kecamatan atas pengembangan kapasitas
SDM yang ditingkatkan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

5. Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat yang ditingkatkan
Kapasitasnya

50  orang 49.460.300



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 5 kasus 550.271.200 77.813.500

2. Meningkatnya
kesiapsiagaan

penanggulangan
bencana

kebakaran dan
penyelamatan

Persentase
kemampuan
tercapainya
respon time

tanggap
bencana

kebakaran

2. Pencegahan,
Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan non

Kebakaran

1.

-Menerima laporan masyarakat
-Persiapan menuju lokasi
-Pemadaman
-Evakuasi
-Laporan

Kurang diketahui nomor
telepon pemadam kebakaran
sehingga sering terjadi
keterlambatan informasi
kebakaran

Melakukan sosialisasi

-Merencanakan kegiatan ataupun
melakukan pendataan dari hasil penegakan
perda/perbup yang memiliki dampak dari
pelanggaran tersebut.
-Melakukan survei atas dampak dari
pelanggaran tersebut
-Melakukan perencanaan ganti rugi dari
hasil pelaksanaan/penegakan perda/perbup
tersebut.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan
agar dapat dicapai dan
melakukan peninjauan
terhadap target kinerja

6. Penyediaan Layanan dalam
rangka dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada

Jumlah laporan Penyediaan
Layanan  Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang terlayani

30
laporan

5 laporan 1.839.000 1.500.500

7. Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Sosialisasi Penegakan
Perda/Perkada kepada
masyarakat/kelompok
masyarakat/pelaku/usaha

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang dilakukan
terhadap Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota

-Merencanakan jadwal sosialisasi kegiatan
yang akan direncanakan
-Menyampaikan kepada peserta pelatihan
(kaur trantib nagari dan kasi trantib
kecamatan) atas sosialisasi perda/perbup
untuk diketahui dan dimengerti.
-Agar perda dan perbup yang
disosialisasikan sampai kepada masyarakat
untuk diketahui dan dilaksanakan.

- Minimnya dana untuk
sosialisasi Perda/Perbup
untuk disosialisasikan
- Kurang pahamnya
masyarakat terhadap
Perda/Perbup

-Melaksanakan
sosialisasi/koordinasi
kepada pihak kecamatan
dan pihak nagari
'-Menyampaikan kepada
masyarakat terhadap
sosialisasi Perda/Perbup
yang telah disosialisasikan
untuk diketahui.

2. Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Walikota

- Menyusun target operasi di kabupaten
maupun di kecamatan.
-Menyusun langkah-langkah baik itu
pembinaan dan juga sosialisasi perda dan
perkada ke masyarakat maupun badan
hukum.
-Melakukan pemeriksaan perda dan
perkada pada segala bentuk izin yang terbit
di Kab. Pasaman

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

1 laporan 1.640.000

-Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mencari informasi melalui Pol. PP BKO
Kecamatan atas gangguan pelanggaran
Perda/Perbup.
-Menertibkan masyarakat / badan usaha
yang menggangu tibumtranmas yang
melanggar Perda/Perbup.
-Melakukan pembinaan dan mencatat para
pelanggar secara administrasi dan
melaporkannya kepada pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

8. Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

9.198.500
20

laporan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

9. Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan Pelaksanaan
Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang dapat ditangani
sesuai SOP 55

laporan

-Melakukan/melaksanakan pembinaan bagi
personil damkar secara berkesinambungan
dalam penanganan kebakaran
-Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat
tentang bahayanya kebakaran serta langkah-
langkah dalam penyelamatan awal pada
saat kebakaran
-Melakukan pemetaan terhadap daerah
yang rawan kebakaran

Terbatasnya anggaran dan
minimnya perlengkapan
sehingga untuk memenuhi
penyelamatan non
kebakaran seperti animal
rescue tidak dapat
diakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

7 laporan 37.498.600

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,

dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen NSPM
Pencegahan/ Penanggulangan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota setiap tahunnya

35
dokumen

2. Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan Pemadaman Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

12
laporan

632.491.000

8 laporan 39.500.000 7.616.250

8 dokumen 29.720.000 3.762.000

3 laporan 89.551.000

-Persiapan
-Pendataan data-data korban
-Kondisi korban
-Evakuasi
-Rekomendasi bantuan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
kurangnya tenaga
profesional dalam
penyelamatan non
kebakaran

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Kegiatan
kesiapsiagaan petugas piket dan
penyelamatan/evakuasi saat
penanggulangan kebakaran dan
non kebakaran

12
laporan

2 laporan 9.270.000



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 5 kasus 550.271.200 77.813.500

Lubuk Sikaping,        Juli 2023
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

Koordinasi dengan PKK/DW untuk peserta
melaksanakan Bimtek pelatihan terhadap
para ibu-ibu sebagai pelaku utama dalam
rumah tangga agar mengetahui bahaya
kebakaran dan cara penanggulangan
kebakaran

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
tersedia cuma untuk 20
keluarga dan tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

5.397.000

4. Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Jumlah keluarga yang mengikuti
pelatihan keluarga tanggap
bencana rumah tangga 20

keluarga
21.183.000

-Melakukan pengecekan terhadap
peralatan pemadam kebakaran secara rutin
dan berkesinambungan.
-Melaksanakan pengecekan dan melakukan
pengawasan terhadap alat pemadam api
ringan/apar bagi bangunan pemerintahan
dan swasta serta bagi tempat usaha
masyarakat yang beresiko tinggi secara
berkala.

Terbatasnya anggaran
sehingga pengadaan sarana
dan prasarana baru tidak
dapat diakomodir

Memaksimalkan
peralatan yang ada saat
ini

2. Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Jumlah dokumen yang memuat
Data Bangunan /Gedung /
Lingkungan yang dipersyaratkan
harus memiliki Sistem  Proteksi
Kebakaran 25

dokumen
 8 dokumen 12.765.000 908.000

Melaksanakan investigasi kejadian
kebakaran dalam upaya pencarian dan
pengumpulan data, informasi untuk
mengetahui kebenaran atau kesalahan
sebuah fakta sebagai bentuk pelaporan
hasil kepada atasan/pimpinan.

Terbatasnya anggaran
sehingga pada saat
melakukan investigasi tidak
bisa dilaksanakan secara
keseluruhan kejadian
tersebut

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran,
meliputi Penelitian dan
Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran

Jumlah dokumen  yang memuat
hasil kejadian kebakaran yang
dilakukan investigasi lanjutan
meliputi Penelitian dan Pengujian
dan Penelitian

30
dokumen

40 orang

8 dokumen 13.010.000

Jumlah nagari yang terbentuk dan
terbina Relawan Pemadam
Kebakaran pada lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan
(SKKL) setiap tahunnya

12.499.100

5.775.000

Melaksanakan dan melakukan pembinaan
bagi masyarakat dan melakukan
pembentukan relawan pemadam
kebakaran perwilayah kenagariaan dalam
penanggulangan awal kebakaran pada satu
wilayah.

Terbatasnya anggaran
sehingga dalam
pembentukan relawan per
nagari tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

Pembentukan dan pembinaan
relawan Pemadam Kebakaran

Jumlah warga masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi edukasi
pencegahan dan penanggulangan
kebakaran setiap tahunnya 40 orang

Melakukan pembinaan dan edukasi kepada
masyarakat melalui peserta didik tentang
bahaya kebakaran dan cara penyelamatan
untuk bisa diterapkan di lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat

Terbatasnya anggaran
sehingga pembinaan dan
edukasi kepada masyarakat
tidak dapat terakomodir
secara keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

4. Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
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No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN III AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

-Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait baik itu di Kabupaten maupun di
kecamatan bagaimana cara antisipasi
daerah rawan bencana maupun daerah
rawan konflik.
-Menyusun rencana dan target kerja
bagaimana dapat mencapai sasaran kerja
dengan tepat.
-Menyusun langkah-langkah target
monitoring serta menetapkan sasaran
lokasi yang rawan.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 10 kasus 550.271.200

3. Koordinasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan
masyarakat tingkat
kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

50
dokumen

15 dokumen

191.423.500

- Menerima laporan masyarakat  dan
menertibkan / menindak di lapangan atas
gangguan tibumtranmas dan pelanggaran
Perda/Perbup.
- Berkoordinasi ke Instansi vertikal (POLRI /
TNI).
-  Melakukan pembinaan / penertiban dan
mencatat para pelanggar secara
administrasi dan melaporkannya kepada
pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

2. Penindakan atas Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang dilakukan
Penindakan

20 kasus 6 kasus 30.772.500 480.000

127.196.000 14.299.750

-Melakukan pelatihan teknis anggota
Satlinmas.
-Menghimpun data untuk pembentukan
Satlinmas.
-Memberikan pemahaman dan sosialisasi
kepada Camat dan Wali Nagari se Kab.
Pasaman terkait pembentukan satlinmas
nagari.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Melakukan perencanaan
untuk pelaksanaan
ataupun penambahan
anggaran

4. Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam Rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Jumlah dokumen yang memuat
hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

62
dokumen

20 dokumen 37.100.000 7.741.250

-Menyusun jadwal kegiatan pelatihan yang
akan dilaksanakan                                          '-
Menyampaikan undangan kepada peserta
yang akan mengikuti pelatihan.      '-
Melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait baik pihak provinsi, kabupaten dan
kecamatan atas pengembangan kapasitas
SDM yang ditingkatkan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

5. Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat yang ditingkatkan
Kapasitasnya

50  orang 15 orang 49.460.300 18.686.900



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 10 kasus 550.271.200 191.423.500

2. Meningkatnya
kesiapsiagaan

penanggulangan
bencana

kebakaran dan
penyelamatan

Persentase
kemampuan
tercapainya
respon time

tanggap
bencana

kebakaran

2. Pencegahan,
Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan non

Kebakaran

1.

-Menerima laporan masyarakat
-Persiapan menuju lokasi
-Pemadaman
-Evakuasi
-Laporan

Kurang diketahui nomor
telepon pemadam kebakaran
sehingga sering terjadi
keterlambatan informasi
kebakaran

Melakukan sosialisasi

-Merencanakan kegiatan ataupun
melakukan pendataan dari hasil penegakan
perda/perbup yang memiliki dampak dari
pelanggaran tersebut.
-Melakukan survei atas dampak dari
pelanggaran tersebut
-Melakukan perencanaan ganti rugi dari
hasil pelaksanaan/penegakan perda/perbup
tersebut.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan
agar dapat dicapai dan
melakukan peninjauan
terhadap target kinerja

6. Penyediaan Layanan dalam
rangka dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada

Jumlah laporan Penyediaan
Layanan  Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang terlayani

30
laporan

1.839.000

7. Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Sosialisasi Penegakan
Perda/Perkada kepada
masyarakat/kelompok
masyarakat/pelaku/usaha

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang dilakukan
terhadap Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota

-Merencanakan jadwal sosialisasi kegiatan
yang akan direncanakan
-Menyampaikan kepada peserta pelatihan
(kaur trantib nagari dan kasi trantib
kecamatan) atas sosialisasi perda/perbup
untuk diketahui dan dimengerti.
-Agar perda dan perbup yang
disosialisasikan sampai kepada masyarakat
untuk diketahui dan dilaksanakan.

- Minimnya dana untuk
sosialisasi Perda/Perbup
untuk disosialisasikan
- Kurang pahamnya
masyarakat terhadap
Perda/Perbup

-Melaksanakan
sosialisasi/koordinasi
kepada pihak kecamatan
dan pihak nagari
'-Menyampaikan kepada
masyarakat terhadap
sosialisasi Perda/Perbup
yang telah disosialisasikan
untuk diketahui.

2. Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Walikota

- Menyusun target operasi di kabupaten
maupun di kecamatan.
-Menyusun langkah-langkah baik itu
pembinaan dan juga sosialisasi perda dan
perkada ke masyarakat maupun badan
hukum.
-Melakukan pemeriksaan perda dan
perkada pada segala bentuk izin yang terbit
di Kab. Pasaman

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

1 laporan 1 laporan 1.640.000 1.630.200

-Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mencari informasi melalui Pol. PP BKO
Kecamatan atas gangguan pelanggaran
Perda/Perbup.
-Menertibkan masyarakat / badan usaha
yang menggangu tibumtranmas yang
melanggar Perda/Perbup.
-Melakukan pembinaan dan mencatat para
pelanggar secara administrasi dan
melaporkannya kepada pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

8. Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

13.234.200
20

laporan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

9. Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan Pelaksanaan
Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang dapat ditangani
sesuai SOP 55

laporan

-Melakukan/melaksanakan pembinaan bagi
personil damkar secara berkesinambungan
dalam penanganan kebakaran
-Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat
tentang bahayanya kebakaran serta langkah-
langkah dalam penyelamatan awal pada
saat kebakaran
-Melakukan pemetaan terhadap daerah
yang rawan kebakaran

Terbatasnya anggaran dan
minimnya perlengkapan
sehingga untuk memenuhi
penyelamatan non
kebakaran seperti animal
rescue tidak dapat
diakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

7 laporan 37.498.600

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,

dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen NSPM
Pencegahan/ Penanggulangan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota setiap tahunnya

35
dokumen

2. Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan Pemadaman Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

12
laporan

632.491.000

22 laporan 39.500.000 6.599.250

12 dokumen 29.720.000 1.970.000

3 laporan 193.524.000

-Persiapan
-Pendataan data-data korban
-Kondisi korban
-Evakuasi
-Rekomendasi bantuan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
kurangnya tenaga
profesional dalam
penyelamatan non
kebakaran

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Kegiatan
kesiapsiagaan petugas piket dan
penyelamatan/evakuasi saat
penanggulangan kebakaran dan
non kebakaran

12
laporan

3 laporan 9.270.000 2.657.000



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 10 kasus 550.271.200 191.423.500

Lubuk Sikaping,        Oktober 2023
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

Koordinasi dengan PKK/DW untuk peserta
melaksanakan Bimtek pelatihan terhadap
para ibu-ibu sebagai pelaku utama dalam
rumah tangga agar mengetahui bahaya
kebakaran dan cara penanggulangan
kebakaran

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
tersedia cuma untuk 20
keluarga dan tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

1.461.000

4. Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Jumlah keluarga yang mengikuti
pelatihan keluarga tanggap
bencana rumah tangga 20

keluarga
21.183.000 1.600.800

-Melakukan pengecekan terhadap
peralatan pemadam kebakaran secara rutin
dan berkesinambungan.
-Melaksanakan pengecekan dan melakukan
pengawasan terhadap alat pemadam api
ringan/apar bagi bangunan pemerintahan
dan swasta serta bagi tempat usaha
masyarakat yang beresiko tinggi secara
berkala.

Terbatasnya anggaran
sehingga pengadaan sarana
dan prasarana baru tidak
dapat diakomodir

Memaksimalkan
peralatan yang ada saat
ini

2. Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Jumlah dokumen yang memuat
Data Bangunan /Gedung /
Lingkungan yang dipersyaratkan
harus memiliki Sistem  Proteksi
Kebakaran 25

dokumen
 6 dokumen 12.765.000 3.685.000

Melaksanakan investigasi kejadian
kebakaran dalam upaya pencarian dan
pengumpulan data, informasi untuk
mengetahui kebenaran atau kesalahan
sebuah fakta sebagai bentuk pelaporan
hasil kepada atasan/pimpinan.

Terbatasnya anggaran
sehingga pada saat
melakukan investigasi tidak
bisa dilaksanakan secara
keseluruhan kejadian
tersebut

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran,
meliputi Penelitian dan
Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran

Jumlah dokumen  yang memuat
hasil kejadian kebakaran yang
dilakukan investigasi lanjutan
meliputi Penelitian dan Pengujian
dan Penelitian

30
dokumen

40 orang

10 dokumen 13.010.000

Jumlah nagari yang terbentuk dan
terbina Relawan Pemadam
Kebakaran pada lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan
(SKKL) setiap tahunnya

12.499.100

5.775.000

Melaksanakan dan melakukan pembinaan
bagi masyarakat dan melakukan
pembentukan relawan pemadam
kebakaran perwilayah kenagariaan dalam
penanggulangan awal kebakaran pada satu
wilayah.

Terbatasnya anggaran
sehingga dalam
pembentukan relawan per
nagari tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

Pembentukan dan pembinaan
relawan Pemadam Kebakaran

770.000

Jumlah warga masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi edukasi
pencegahan dan penanggulangan
kebakaran setiap tahunnya 40 orang

Melakukan pembinaan dan edukasi kepada
masyarakat melalui peserta didik tentang
bahaya kebakaran dan cara penyelamatan
untuk bisa diterapkan di lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat

Terbatasnya anggaran
sehingga pembinaan dan
edukasi kepada masyarakat
tidak dapat terakomodir
secara keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

4. Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
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No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2023

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

-Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait baik itu di Kabupaten maupun di
kecamatan bagaimana cara antisipasi
daerah rawan bencana maupun daerah
rawan konflik.
-Menyusun rencana dan target kerja
bagaimana dapat mencapai sasaran kerja
dengan tepat.
-Menyusun langkah-langkah target
monitoring serta menetapkan sasaran
lokasi yang rawan.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 8 kasus 550.271.200

3. Koordinasi penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan
masyarakat tingkat
kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

50
dokumen

10 dokumen

187.375.400

- Menerima laporan masyarakat  dan
menertibkan / menindak di lapangan atas
gangguan tibumtranmas dan pelanggaran
Perda/Perbup.
- Berkoordinasi ke Instansi vertikal (POLRI /
TNI).
-  Melakukan pembinaan / penertiban dan
mencatat para pelanggar secara
administrasi dan melaporkannya kepada
pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

2. Penindakan atas Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang dilakukan
Penindakan

20 kasus 5 kasus 30.772.500 3.383.500

127.196.000 19.821.750

-Melakukan pelatihan teknis anggota
Satlinmas.
-Menghimpun data untuk pembentukan
Satlinmas.
-Memberikan pemahaman dan sosialisasi
kepada Camat dan Wali Nagari se Kab.
Pasaman terkait pembentukan satlinmas
nagari.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Melakukan perencanaan
untuk pelaksanaan
ataupun penambahan
anggaran

4. Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam Rangka
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Jumlah dokumen yang memuat
hasil Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

62
dokumen

12 dokumen 37.100.000 10.221.250

-Menyusun jadwal kegiatan pelatihan yang
akan dilaksanakan                                          '-
Menyampaikan undangan kepada peserta
yang akan mengikuti pelatihan.      '-
Melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait baik pihak provinsi, kabupaten dan
kecamatan atas pengembangan kapasitas
SDM yang ditingkatkan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

5. Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat yang ditingkatkan
Kapasitasnya

50  orang 15 orang 49.460.300 29.300.050



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 8 kasus 550.271.200 187.375.400

2. Meningkatnya
kesiapsiagaan

penanggulangan
bencana

kebakaran dan
penyelamatan

Persentase
kemampuan
tercapainya
respon time

tanggap
bencana

kebakaran

2. Pencegahan,
Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan non

Kebakaran

1.

-Menerima laporan masyarakat
-Persiapan menuju lokasi
-Pemadaman
-Evakuasi
-Laporan

Kurang diketahui nomor
telepon pemadam kebakaran
sehingga sering terjadi
keterlambatan informasi
kebakaran

Melakukan sosialisasi

-Merencanakan kegiatan ataupun
melakukan pendataan dari hasil penegakan
perda/perbup yang memiliki dampak dari
pelanggaran tersebut.
-Melakukan survei atas dampak dari
pelanggaran tersebut
-Melakukan perencanaan ganti rugi dari
hasil pelaksanaan/penegakan perda/perbup
tersebut.

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

Perencanaan dalam
pelaksanaan kegiatan
agar dapat dicapai dan
melakukan peninjauan
terhadap target kinerja

6. Penyediaan Layanan dalam
rangka dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada

Jumlah laporan Penyediaan
Layanan  Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang terlayani

30
laporan

1.839.000

7. Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Sosialisasi Penegakan
Perda/Perkada kepada
masyarakat/kelompok
masyarakat/pelaku/usaha

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang dilakukan
terhadap Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota

-Merencanakan jadwal sosialisasi kegiatan
yang akan direncanakan
-Menyampaikan kepada peserta pelatihan
(kaur trantib nagari dan kasi trantib
kecamatan) atas sosialisasi perda/perbup
untuk diketahui dan dimengerti.
-Agar perda dan perbup yang
disosialisasikan sampai kepada masyarakat
untuk diketahui dan dilaksanakan.

- Minimnya dana untuk
sosialisasi Perda/Perbup
untuk disosialisasikan
- Kurang pahamnya
masyarakat terhadap
Perda/Perbup

-Melaksanakan
sosialisasi/koordinasi
kepada pihak kecamatan
dan pihak nagari
'-Menyampaikan kepada
masyarakat terhadap
sosialisasi Perda/Perbup
yang telah disosialisasikan
untuk diketahui.

2. Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Walikota

- Menyusun target operasi di kabupaten
maupun di kecamatan.
-Menyusun langkah-langkah baik itu
pembinaan dan juga sosialisasi perda dan
perkada ke masyarakat maupun badan
hukum.
-Melakukan pemeriksaan perda dan
perkada pada segala bentuk izin yang terbit
di Kab. Pasaman

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja

1 laporan 1.640.000

-Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mencari informasi melalui Pol. PP BKO
Kecamatan atas gangguan pelanggaran
Perda/Perbup.
-Menertibkan masyarakat / badan usaha
yang menggangu tibumtranmas yang
melanggar Perda/Perbup.
-Melakukan pembinaan dan mencatat para
pelanggar secara administrasi dan
melaporkannya kepada pimpinan.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

8. Pengawasan atas Kepatuhan
terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

7.269.000
20

laporan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

9. Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Walikota

Jumlah laporan Pelaksanaan
Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang dapat ditangani
sesuai SOP 55

laporan

-Melakukan/melaksanakan pembinaan bagi
personil damkar secara berkesinambungan
dalam penanganan kebakaran
-Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat
tentang bahayanya kebakaran serta langkah-
langkah dalam penyelamatan awal pada
saat kebakaran
-Melakukan pemetaan terhadap daerah
yang rawan kebakaran

Terbatasnya anggaran dan
minimnya perlengkapan
sehingga untuk memenuhi
penyelamatan non
kebakaran seperti animal
rescue tidak dapat
diakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3 laporan 37.498.600

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan,

dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen NSPM
Pencegahan/ Penanggulangan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota setiap tahunnya

35
dokumen

2. Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan Pemadaman Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

12
laporan

632.491.000

15 laporan 39.500.000 16.265.250

10 dokumen 29.720.000 20.180.250

3 laporan 220.411.000

-Persiapan
-Pendataan data-data korban
-Kondisi korban
-Evakuasi
-Rekomendasi bantuan

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
kurangnya tenaga
profesional dalam
penyelamatan non
kebakaran

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Kegiatan
kesiapsiagaan petugas piket dan
penyelamatan/evakuasi saat
penanggulangan kebakaran dan
non kebakaran

12
laporan

3 laporan 9.270.000 2.187.000



No
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

(IKU)

Per
TW

Target
Kinerja

Realisasi
%

Capaian
Aksi yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja
Hambatan/ Permasalahan
dalam pencapaian target

Tindak lanjut yang telah/
harus dilakukan

Sub Kegiatan Target Realisasi Anggaran
Realisasi
Anggaran

Program Kegiatan Indikator Output Kegiatan

- Merencanakan jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap bulannya.
-Mempersiapkan dan memberikan arahan
kepada personil yang ditunjuk untuk ke
lapangan.
-Melaksanakan aktivitas harian untuk
patroli guna mencegah gangguan
tibumtranmas.

- Kurangnya dana dalam
operasi yang akan dilakukan
- Kurangnya kesadaran
masyarakat mentaati
Perda/Perbup
- Kurangnya penyidik/PPNS
di Pol. PP dalam melakukan
penindakan terhadap
masyarakat yang melanggar

- Dilakukan koordinasi
dengan Bakeuda
terhadap minimnya dana
kegiatan operasi tersebut.
- Diberikan arahan dan
pembinaan terhadap
masyarakat yang
melanggar Perda/Perbup.
- Dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait
(Polres Pasaman) untuk
mendukung kegiatan
dalam keberhasilan
operasi.

1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan

ketentraman
masyarakat

Persentase
kawasan lintas

kecamatan
yang tertib dan

tentram

1. Pencegahan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan
patroli, pengamanan dan
pengawalan

Jumlah kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang dicegah melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1. Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

30 kasus 8 kasus 550.271.200 187.375.400

Lubuk Sikaping,        Desember 2023
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

Koordinasi dengan PKK/DW untuk peserta
melaksanakan Bimtek pelatihan terhadap
para ibu-ibu sebagai pelaku utama dalam
rumah tangga agar mengetahui bahaya
kebakaran dan cara penanggulangan
kebakaran

Dana yang tidak cukup untuk
menunjang capaian kerja,
tersedia cuma untuk 20
keluarga dan tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

213.000

5.149.500

4. Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Jumlah keluarga yang mengikuti
pelatihan keluarga tanggap
bencana rumah tangga 20

keluarga
20 keluarga 21.183.000 13.233.500

-Melakukan pengecekan terhadap
peralatan pemadam kebakaran secara rutin
dan berkesinambungan.
-Melaksanakan pengecekan dan melakukan
pengawasan terhadap alat pemadam api
ringan/apar bagi bangunan pemerintahan
dan swasta serta bagi tempat usaha
masyarakat yang beresiko tinggi secara
berkala.

Terbatasnya anggaran
sehingga pengadaan sarana
dan prasarana baru tidak
dapat diakomodir

Memaksimalkan
peralatan yang ada saat
ini

2. Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Jumlah dokumen yang memuat
Data Bangunan /Gedung /
Lingkungan yang dipersyaratkan
harus memiliki Sistem  Proteksi
Kebakaran 25

dokumen
 5 dokumen 12.765.000 6.361.000

Melaksanakan investigasi kejadian
kebakaran dalam upaya pencarian dan
pengumpulan data, informasi untuk
mengetahui kebenaran atau kesalahan
sebuah fakta sebagai bentuk pelaporan
hasil kepada atasan/pimpinan.

Terbatasnya anggaran
sehingga pada saat
melakukan investigasi tidak
bisa dilaksanakan secara
keseluruhan kejadian
tersebut

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

3. Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran,
meliputi Penelitian dan
Pengujian Penyebab Kejadian
Kebakaran

Jumlah dokumen  yang memuat
hasil kejadian kebakaran yang
dilakukan investigasi lanjutan
meliputi Penelitian dan Pengujian
dan Penelitian

30
dokumen

40 orang

7 dokumen 13.010.000

Jumlah nagari yang terbentuk dan
terbina Relawan Pemadam
Kebakaran pada lingkup Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan
(SKKL) setiap tahunnya

40 orang 12.499.100

5.775.000

Melaksanakan dan melakukan pembinaan
bagi masyarakat dan melakukan
pembentukan relawan pemadam
kebakaran perwilayah kenagariaan dalam
penanggulangan awal kebakaran pada satu
wilayah.

Terbatasnya anggaran
sehingga dalam
pembentukan relawan per
nagari tidak dapat
terakomodir secara
keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

Pembentukan dan pembinaan
relawan Pemadam Kebakaran

9.657.000

Jumlah warga masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi edukasi
pencegahan dan penanggulangan
kebakaran setiap tahunnya 40 orang 40 orang

Melakukan pembinaan dan edukasi kepada
masyarakat melalui peserta didik tentang
bahaya kebakaran dan cara penyelamatan
untuk bisa diterapkan di lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat

Terbatasnya anggaran
sehingga pembinaan dan
edukasi kepada masyarakat
tidak dapat terakomodir
secara keseluruhan

Memaksimalkan
ketersediaan anggaran
yang tersedia saat ini

4. Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
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